BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kontrak silent partnership pada bank sampah syariah keluarga

harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar.
Kontrak silent partnership adalah jenis persekutuan khusus
antara pekerja (partner aktif) dan pemilik modal (partner pasif) dimana
seorang pekerja menyetujui untuk memutar modal dalam perdagangan
dengan system bagi hasil atas profitnya. Kontrak silent partnership
merupakan istilah lain yang digunakan dalam penyebutan akad
mudharabah pada transaksi-transaksi muamalah. Penerapan kontrak
atau akad dalam bank sampah syariah keluarga harapan tersebut
menggunakan akad mudharabah mugayyadah, dimana pihak nasabah
dibatasi dalam menjalankan sebuah usaha. Akad mudharabah
mugayyadah terjadi pada saat kerjasama pembuatan kerajinan dari
bahan sampah menjadi produk yang memiliki kualitas antara nasabah
dengan pengelola bank sampah syariah tersebut. Akad mudharabah
mugayyadah tersebut dalam bank sampah syariah disampaikan secara
lisan tanpa ada pedoman secara tertulis baik proses akad maupun

pembagian atas keuntungan penjualan produk kreatif tersebut.
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2. Kontrak silent partnership pada bank sampah syariah keluarga
harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar ditinjau
dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen.

Kontrak silent partnership yang dipersamakan atau nama lain
dari akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Pada akad
inilah terdapat mudharib (pengelola) dan shahibul mal (pemilik
modal). Pengelola dalam hal ini dipersamakan dengan nasabah atau
mitra, nasabah bank sampah syariah disini juga bertindak sebagai
konsumen. Nasabah bertindak sebagai konsumen memiliki peran yang
sangat penting dalam kelangsungan sebuah usaha. Dalam peraturan

3. Kontrak silent partnership pada bank sampah syariah keluarga
harapan desa Jimbe kecamatan Kademangan kabupaten Blitar ditinjau
dalam perspekstif fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
mudharabah.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesa nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
mudharabah menegaskan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus
dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka
dalam mengadakan kontrak (akad). Fatwa ini dipertegas dengan fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 115/DSN-

MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah bagian ketentuan shighat
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akad. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
menunjukkan bahwa akad mudharabah dapat dilakukan jika
memenuhi unsur-unsur seperti isi, rukun dan syarat sudah terpenuhi
maka akad mudharabah tersebut sudah dianggap sah secara agama.
Namun, agar akad tersebut memiliki payung hukum yang jelas maka
sebuah akad atau perjanjian tersebut harus tercatatkan dan dibumbubhi
tandatangan persetujuan kedua belah pihak agar tidak menimbulkan
permasalahan dikemudian hari. Perjanjian mudharabah dapat dibuat
secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun,
mengingat ketentuan Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 282-283 yang
menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis
yang dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan
secara tegas dan jelas untuk menghindari kesalahan tafsir.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data, maka

peneliti menemukan beberapa hal penting diantaranya:

1. Bagi pelaku usaha yang bergerak dibidang lembaga keuangan
syariah hendaknya dalam membuat akad atau perjanjian atau
kontrak selalu mencantumkan klausula secara tegas dan
dicatatkan.

2. Pencatatan sebuah kontrak tersebut hendaknya dipahami kedua
belah pihak dan dibubuhkan tandatangan bermaterai supaya

memiliki kekuatan hukum yang kuat.



